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TBRET4ngG

pELIMPAHjEN SE-EAGL+EF KE-wE-HAHGAEr
BIBAFTG pERlzrFTA±¥ REPABj± €AMfiT

DEFTGAFi RAHRdfiT TUHAN YANG RdAHA ESA

BUPAT¥ KUBU RA¥A,

a    bahwa    dalam    rangka    mgvIrujudkan    pgHysienggaraali
Pemerintahan  Baerah  menuju  tata  kgleia  pemerintahan
yang balk,  ±Elah  ditetapkan  Peratllran  BHpati  EHbH Raya
NQmGr   3f}   T&fiuri   2$16   tgfitang   Pgiimpakarl   S€fagiasi
Kewenangan   Bupati   Bidang   Perizinan   Kepada   €amat
Ka_bu_pafeH_ Kt±bH_ REEF-a_;

b.   bahwa P€raturan BHpati KHhu Raga Nomar 3S TarfuH 2016
terltang  Pelimpaharl  Sebagian  Kewgna±±gan  Btipat±  Bidang
Perizinan     Kgpada     CaH±at     Kabupatefi     KHbH     Raya
ggbagaimana telah diHbak dgHgafi PEran±rafi BHpafi Kubu
Haya HSmSr ¥5 Tahlm Z$15 kelll±±±  §esHal d€figan kSndisi
saa{ inif sehingBa periu diBanti;

€.   hafiwa       berdasarkan        per€imharigan        sebagaina±ia
dimaksud dalam haruf a dan hurmf b, perfu ffie-n€tapkan
Perattlran      Bt±pati      tentang      Pe±±mpa±ran      Sebagian
Kewenangan Bidarig Perizinan Kepeda Camat;

I.   Pasai  18  a¥at {6}  tJndang-Undang Ba§ar N€gara Rgputiiik
lndSH€sia Tafauri 1945;

2.   Undang-Ufidafig     FTamSf     35     TaI±Hn      2S$7      ±enfang
Pembenttihafi     Kahalpaten     KHbu      Rag.a     di     P±:iovinsi
Kalimantan  Barat  {I+embaran  Hegara  RepHbfik  Indonesia
Tahun   2087   N8mor   101*   Tambahazi  Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4?51};

3.   Undang-Ufidang     Nom©r     23     Tahun     2til4     ±€ntang
Pemerinfahan     Eaerah     {Lembaran     3¥egara     Eepil_brik
Indonesia Talit±n   =Si4 Honor 244, Tamhah3n Lgmbarari
Negara Reptlblik lnden€sia NomSr 5597} s€hagaimana teich
diubah  bebgrapa kali  teralrfuir      defigan  Undang-Undang
Nomor   1]   Talun  2020  tentang  €ipta  Kfrja  {Lembaran
Negara   Rgprlbiik   lndene§ia   Tahun   2020   RESmor   245,
Tar=ihahafi  Lembaran  Hegrra  Rgprblik  lndofiesin  Ncmor
6573i;

4,   Peratnran   Pemerintah   NGm®r   17   T&hun   2018   tgntang
K€camatarl  {l.embaran  Negara  Eeptiblik  IHdGRe§ia  TahHn
2fll8   FTo_mar   733   Talnbafia±±   Lfmhara±:i   FTfgara   EfpuE!±±
indonesia i€®mor 6286};



5.   Perat[urai-i   Pemerintah   rsomcr   6   T±ha+i   2C21   tentang
Penyelenggrraan Perizinan Berusaha di Daerah {Lemharan
N€gara   Repubiik   Indonesia   Tahufi    202i    Nomof    16,
Tambahan  I.€mlfear-aft  HEgaca  R€pii±±±k  fadsnes±a  Haffiar
6618i;

6.   PerafuFan   Pem€rintah   Nsffior   7   Tckufi   2Szl   tgfitaHg
K€mudehafi,   Pe_rlindungaz±   dan   Prmkerda#aal±   Kfiperasi
dan  Usaha Mikra,  Kecii dan M€nengaik  {I+Lambarari Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2021   Nomor   17,   Tainbahan
Lermharan N€gara R€pHblik lndSn€sia Nomor 66193;

7.   Peratiiran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahur+.  2010
tentang     Pedoman     P€laparmn     Admini§trasi     Telpadu
Kg-atan;

8.   Kepntusan  Menteri  Dalam  N€g€ri  Nomor  138Lp270  Tahun
201S    ±gutang    Pe±i±Iijllk    T€knis    P€dsmali    P€layanan
Administrasi 'Terpadu Kecama±an;

9.   P€rafuFan  Badan  Kaardifiasi  PeHalralI:iari  Medal  Nomor  6
Tahl±n  202S €en€ang P€domaz± da!:i Tatafara Pfrlgendalian
P€iaksariaan  PenanamaH  Medal  {BErifa  N€gara  P`e?ubfik
Indonesia Thhun 2020 Nomor 1330};

REEMurLTSEN

Menetapkan      :     PERATURAN    BUPATI    TENTANG    PEL"PAHAN    SEBAGIAN
KEiE7ENAFTGAN BIDANG PERIZINAFi KEpfiBA CAREAT,

BABE
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratilran Bupati ini ¥arig dimaksHd dengali:
1.     Daerah adalah KabHpater± EEHt}t± Rays.
2.     Pem€rinfah     Daeral±     adalari     Bupati     sebngal     t±±±sur     pefip-e±enggara

pemerintahan  daerah  yang  in_emimpin  pela+I_saLn_aan  Lunlsa_n_  pem€rintaji_an
yang menjadi kewenangan Kabxpaten KHbH Raya€

3.     Bxpati adalah BHpati Kut}tl Raga.
4.     Sekre€aris Daerah adalah §ekre±aris Daerah E-abupaten Kut3u Ra±7a.
5,     Kecamatan adalal bagian "tia}-ah darn Kabupater4 Kubu Ea}ra yarzg dipimpin

olek Canat.
6.     Carnal adalah pemimpin dan koordinator penyeienggaraan pemeriH€ahali di

iarilayari  keEta  K€camatan  ¥a±ig  dalam  pelaksanaan  fug-asHya  m€ffipereleh
pelinpafian   keiaz€nangEn   pemerin±ahan   dari   Bupati   uI±±t±£±   mgnangain
s€bagian urusan c±cnemi daerah dan pez±¥eleriggaraan PgmeriEfajha Dafrak.

7.     Kewenangan Bupati adalah hak kewajiban Bupati ulituk menenttckari atau
m€ngambil kgb±jakan dalam ra]]gi[a penyEI€nggaraan PEmerin±ahan Bagrah.

8t     Usaha Mikro adalah Hsaha prodektif miiik arang pefarangafi dan/atan badan
usaha perorangan 5t-ang memefit±hi ±edteria U§aha. £tJfiF kfo.

9a     Perizifian   Bfruscha   Terintegra§i   Secara   Elektronik   atan    Cbez{-n€   Sg-rfg!g
Sktbm{.ss].on yang selanjtitnya disingkat O§S adalah P€rizina]'i BerHsaha yang
diterbitkan   oich   Lemhaga   pengeioia   dan   penysienggara   Cndr.Jt€   S±.ngzg



Subr7iissz.o7i  untuk  dan  atas  nana  Menteri,  Pimpinan  Lembaga,  Gubemur,
atau  Bupati/Walikota kepada pelaku  usaha melalui  sistem  elektronik yang
terintegrasi.

10.   Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha
untuk  memulai  dan  menjalankan  usaha  dan/atau  kegiatan  dan  diberikan
dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan
atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

11.   Pengendalian  adalah  kegiatan  pemantauan,  pembinaan,  dan  pengawasan
terhadap   Penanam   Modal  yang   telah   mendapatkan   Perizinan   dan/atau
Perizinan Berusaha agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 2

Tujuan dari pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat untuk:
a.     meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat sehingga menjadi lebih cepat,

mudah dan terjangkau;
b.    mendekatkan    pelayanan    kepada   masyarakat    sehingga   menjadi   pusat

pelayanan;
c.     mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam

memberikan pelayanan publik; dan
d.     mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur Kecamatan.

BAB  11

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

(1)    Bupati melimpahkan sebagian kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha di
Daerah kepada Camat.

(2)    Kewenangan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    diberikan    untuk
melakukan pelayanan terkait:
a.   pengelolaan informasi Perizinan Berusaha;
b.   penyuluhan    kepada    masyarakat    tentang    Perizinan    Berusaha   dan

Pengendalian Penanaman Modal;
c.   pelayanan Konsultasi perizinan Berusaha;
d.   pelayanan pendampingan Perizinan Berusaha;
e.   pengelolaan pengaduan masyarakat terkait Perizinan Berusaha;
f.    pengendalian penanaman Modal khususnya bagi pelaku usaha Mikro.

Pasal 4

(1)    Perizinan  Berusaha  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  huruf a
sampai dengan huruf e untuk Pelaku Usaha Mikro dilakukan melalui sistem
OSS.

(2)    Usaha  Mikro  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dengan  kriteria  sebagai
berikut:
a.   memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rpl.000.000.000,00-

(satu miliar rupiah)  tidak termasuk tanah dan  bangunan tempat usaha;
dan

b.   memiliki   hasil   penjualan   tahunan    sampai   dengan   paling   banyak
Rp2.000.000.000,00-(dua miliar rupiah).



Bab Ill
PEMBIAYAAN

Pasal 5

( 1)    Biaya penyelenggaraan pelayanan Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2)    Biaya penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) tercantum dalam Dokumen Pelaksanan Anggaran Kecamatan.

(3)    Pelayanan  Perizinan  Berusaha  dilakukan  secara  cepat,  tepat,  transparan,
adil, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya.

BAB IV
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 6

(1)    Pelaksanaan kewenangan yang dflimpahkan kepada Camat wajib dilaporkan
secara berkala secara triwulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)    Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
a.  ketepatan waktu;
b.  ketepatan sasaran; dan
c.  ketepatan hasil.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 7

(1)    Monitoring  terhadap  pelaksanaan  kewenangan  yang  dilimpahkan  kepada
Camat akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2)    Hasil  monitoring  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  laporan  yang
disampaikan oleh  Camat,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6  digunakan
sebagai bahan evaluasi penilalan kinerja.

{3)    Hasil   evaluasi   penilaian   kineq.a   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)
dijadikan dasar dalam penetapan jenis dan besaran kewenangan yang dapat
diterapkan kepada Camat.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal  8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulal berlaku:
a.     Peraturan   Bupati   Nomor  30   Tahun   2016   tentang  Pelimpahan   Sebagian

Kewenangan Bupati Bidang Perizinan  Kepada Camat Kabupaten Kubu  Raya
(Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 30); dan

b.     Peraturan Bupati Nomor 79  Tahun  2019  tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati  Kubu  Raya  Nomor  30  Tahun  2016    tentang  Pelimpahan  Sebagian
Kewenangan Bupati Bidang Perizinan Kepada Camat Kabupaten Kubu  Raya
(Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 75),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulal beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap  arang  mengetahuinga3   memerintahkan  pengundangri  Peraturan
Bupati ini dengan perrempatannya dalam Berita Dasrah Kabupaten Kuha Raga.


